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BAB III 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di 

Kabupaten Sekadau Tahun 2020 telah sesuai dengan Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL). Dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun semua tahapan 

telah dilakukan yaitu dimulai dari tahap perencanaan dan berakhir pada 

tahap pelaporan. 

Sertifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sekadau berjalan dengan baik menurut hasil penelitian yang dilakukan pada 

10 Responden yang mendapatkan sertifikat atas bidang tanah yang 

didaftarkan melalui program PTSL. PTSL merupakan program Pemerintah 

yang memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat dan 

membuahkan hasil yang positif di kalangan masyarakat. Maka dari itu 

program PTSL ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditentukan. 

Program PTSL yang dilaksanakan pada tahun 2020 telah 

dilaksanakan sesuai dengan tenggang waktu dan peraturan yang ditetapkan, 

hanya saja saat pelaksanaan di lapangan terdapat beberapa kendala umum 

yang terjadi di Desa Merapi, yaitu : Persyaratan administratif yang 

diperlukan untuk proses pendaftaran kurang lengkap, patok belum   
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terpasang, tetangga yang berbatasan tidak dapat hadir di lapangan, pemilik 

tanah tidak berada ditempat.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penulis, saran yang diberikan penulis 

kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau terkhusus untuk Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sekadau yang melaksanakan sertifikasi tanah di Kabupaten 

Sekadau, yaitu : memaksimalkan persiapan berupa persyaratan administratif 

yang diperlukan untuk mendaftarkan tanah, dan dalam hal pengukuran 

tanah diharapkan ada konfirmasi dari semua pihak agar kegiatan 

pengukuran minim kendala. PTSL diharapkan transparan dan lebih 

memudahkan masyarakat agar masyarakat mudah mempelajarinya sehingga 

terdapat dukungan dari masyarakat untuk program PTSL di tahun 

selanjutnya. 
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